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ABSTRAK 
 

 

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEKANBARU 

 

 

ANGGUN SINATA DIANTARI 

02270625627 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 

proses pemungutannya. Masalah yang diangkat meliputi sejauh mana kontribusi 

BPHTB dalam mendukung PAD serta berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 

lapangan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota 

Pekanbaru pada bulan Februari hingga April 2025. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dengan sumber data primer dari 

pegawai Bapenda dan data sekunder berupa dokumen serta arsip resmi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD Kota Pekanbaru 

dalam periode 2022–2024 masih tergolong sangat kurang meskipun secara nominal 

tergolong tinggi. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak, keterbatasan sistem administrasi, lemahnya 

koordinasi antarinstansi, serta praktik pengurangan nilai transaksi oleh wajib pajak. 

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari segi sistem, edukasi perpajakan kepada 

masyarakat, dan perluasan basis pajak untuk meningkatkan efektivitas kontribusi 

BPHTB terhadap PAD ke depannya. 

Kata Kunci: BPHTB, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Kota Pekanbaru, 

Kontribusi Pajak
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah mengalami 

pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau 

Sumatera. Berada pada posisi strategis di jalur Lintas Timur Sumatera dan dekat 

dengan Selat Malaka, Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan migrasi yang terus 

meningkat. Data BPS menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai Rp119 triliun lebih, dengan 

kontribusi besar dari sektor perdagangan dan konstruksi. Hal ini menggambarkan 

kemajuan kota yang pesat dan sekaligus menunjukkan pentingnya kontribusi 

penerimaan pajak termasuk BPHTB dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan (Sayang Juliandi & Tampubolon, 2021). 

Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan bagi pemerintah 

daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan serta 

pelayanan masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu 

maupun badan usaha kepada pemerintah daerah, di mana hasilnya dipakai untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yaitu pungutan wajib yang dikenakan oleh 

pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha sesuai peraturan yang berlaku. 

Pajak ini bersifat memaksa, sehingga setiap wajib pajak harus membayar tanpa 

menerima imbalan langsung. Manfaat pajak dapat dirasakan oleh semua warga
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dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan 

peningkatan kesejahteraan sosial (Mardiasmo, 2018). 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, disebutkan bahwa pajak daerah adalah 

kontribusi wajib dari individu atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang. Dan telah diubah berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak ini 

tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, tetapi digunakan 

untuk keperluan pembangunan daerah demi kesejahteraan  masyarakat.  

Pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk mengelola, menggali, dan 

memanfaatkan sumber daya di wilayah guna meningkatkan PAD. Dengan 

kewenangan ini, diharapkan daerah mampu mandiri dalam membiayai 

kebutuhannya dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. 

Besarnya PAD menjadi indikator seberapa mampu suatu daerah 

menjalankan otonomi daerahnya. Jika PAD kecil, maka daerah akan kesulitan 

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri, 

sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Pajak yang 

dipungut pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan PAD. 

Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih 

besar untuk mendukung pembangunan dan memenuhi anggaran belanja daerah 

(Rachman et al., 2021)  

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki potensi ekonomi 

yang cukup besar, salah satunya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea 
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perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas 

tanah dan bangunan kepada pemilik lahan (Zamaya et al., 2020). 

Objek dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) meliputi 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemindahan hak karena jual 

beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum lain, hadiah, dan lainnya. Selain itu, termasuk dalam BPHTB adalah 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan akibat pemberian hak baru karena 

perolehan hak baru atas tanah dan atau bangunan sebagai kelanjutan pelepasan hak 

ataupun perolehan diluar pelepasan hak.Dalam rangka perbaikan, penyempurnaan 

kebijakan, dan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD, 

pemerintah pusat menjadikan/menambahkan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak 

daerah untuk kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Suryanto, Hermanto, B., & Rasmini, 

2018) 

Salah satu konsekuensi yang cukup mendasar dalam melaksanakan amanat 

undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

tersebut adalah bahwa setiap pemerintah kota/kabupaten diindonesia yang ingin 

memungut BPHTB sebagai sumber penerimaan daerahnya diharuskan untuk 

terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah (perda) tentang BPHTB yang menjadi 

dasar hukum pemungutan BPHTB. Apabila pemerintah kota/kabupaten belum 

menerbitkan perda tentang BPHTB maka sesuai dengan surat Menteri keuangan 

nomor S-632/MK.07/2010 tanggal 30 november 2010, tentang percepatan 

penyusunan peraturan daerah tentang BPHTB, pemerintah kota/kabupaten tidak 
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dapat memungut BPHTB. Oleh karenanya, persyaratan lunas bayar BPHTB untuk 

memproses kegiatan peralihan pemilikan (balik nama) hak atas tanah dan atau 

bangunan menjadi gugur. Dengan demikian, perda tentang BPHTB merupakan hal 

yang penting untuk dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. 

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memberikan 

kontribusi terhadap PAD kota pekanbaru. Oleh karena itu, penting untuk 

mengetahui bagaimana penerimaan BPHTB dalam beberapa tahun terakhir. 

Tabel 1. 1  

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Ada Di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 

No Uraian pajak Target Realisasi Persen 

A Pendapatan Pajak Daerah    

1 
Pajak Reklame 

36.815.918.102 38.449.779.550 
104,4% 

2 
Pajak Air Tanah 

12.033.548.773 12.363.052.893 
102,7% 

3 
Pajak Sarang Burung 
Walet 

95.000.000 135.763.500 
142,9% 

4 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 
15.478.171 78.441.015 

506,8% 

5 

Pajak Bumi Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 
206.233.790.355 173.389.604.846 

84,1% 

6 

Bea Perolehan Hak Atas 

dan Bangunan 
206.913.244.199 201.906.722.366 

97,6% 

7 

Pajak Barang dan 

Jasa Tertentu 
388.769.122.025 396.293.123.554 

101,9% 

 
• Makanan dan 

Minuman 
127.609.207.056 127.763.089.411 100,1% 



5 

 

  

 
• Tenaga Listrik 

166.881.744.973 169.443.221.083 101,5% 

 
• Jasa Perhotelan 

66.003.012.121 68.753.167.252 104,2% 

 
• Jasa Parkir 

8.664.491.058 9.021.488.849 104,1% 

 

• Jasa Kesenian 

dan Hiburan 
19.610.666.817 21.312.156.959 108,7% 

8 

Opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor 

   

9 

Opsen Bea Balik 

Nama Kendaraan 

Bermotor 

   

B 

Pendapatan Retribusi 

Daerah 
59.564.561.600 22.205.690.310 37,28% 

C 

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

6.220.098.957 5.672.664.135,00 91,20% 

D Lain-lain PAD yang Sah 
223.299.341.654 78.509.084.436,01 35,16% 

  Jumlah 
1.139.960.103.836 929.003.926.605,01 81,49% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa dasarnya Pajak 

BPHTB yang ditargetkan sebesar Rp. 206.913.244.199 dan terealisasikan sebesar 

Rp.201.906.722.366. Dengan demikian bahwa pajak BPHTB yang terealisasikan 

lebih kecil dari pada target dan memiliki penurunan. 

Maka dari itu, penerimaan BPHTB belum dapat dikatakan baik karena 
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belum mencapai target yang telah ditentukan, padahal BAPENDA sudah 

melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB tersebut. 

Pajak BPHTB salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi 

bagi peningkatan PAD. Dasar hukum pajak BPHTB adalah peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak BPHTB Diharapkan pajak BPHTB 

tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung 

peningkatan potensi daerah. Potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, 

maka dalam menyelenggarakan Pajak BPHTB tersebut Pemerintah Daerah melalui 

Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksaan pajak BPHTB ini harus 

meningkatkan kinerja sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul. 

Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru pajak bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2022 – 2024 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 – 2024 

No Tahun Target Realisasi Persen 

1 2022 181.000.000.000 186.840.111.974 103,2% 

2 2023 190.806.686.218 203.797.051.196 106,8% 

3 2024 206.913.244.199 201.906.722.366 97,6% 
 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022–2024 realisasi 

penerimaan pajak hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan dan 

penurunan, target yang ditetapkan meningkat dari tahun 2022 dan 2023, dan 
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mengalami penurunan di tahun 2024. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada 

tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 186.840.111.974 dari target Rp. 181.000.000.000 

atau 103,2%, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 203.797.051.196 dari target Rp. 

190.806.686.218 atau 106,8%, pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 

201.906.722.366 dari target Rp. 206.913.244.199 atau 97,6%. 

Sedangkan untuk melihat seberapa besar Target dan Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 - 2024 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. 3 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 

Anggaran 2022 – 2024 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 2022 2.491.039.881.783,00 2.321.995.438.620,00 

2 2023 2.918.749.835.614,00 2.758.700.999.506,00 

3 2024 3.346.219.999.897,00 2.601.402.299.184,00 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Pekanbaru pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan 

yang tidak sesuai dengan target. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

realisasi Pendapatan Asli Daerah masih sangat dianggap kurang karena pada tahun 

2022 sampai 2024 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

Bertambahnya wajib pajak BPHTB tentunya memberikan dampak yang cukup 

besar terhadap pendapatan daerah dan diharapkan dapat membantu tercapainya 

target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak BPHTB yang dilakukan oleh 



8 

 

  

wajib pajak. 

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk 

didalamnya Pajak BPHTB maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sehingga 

dapat mengetahui kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah Kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan Bapenda untuk 

meningkatkan Pajak BPHTB dengan judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN 

PAJAK HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP 

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA 

PEKANBARU’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak hak atas Tanah 

dan Bangunan di Kota Pekanbaru? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan 

Penerimaan dari pajak BPHTB? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

yang akan di teliti adalah: 
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1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hak atas Tanah dan bangunan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hak atas 

Tanah dan Bangunan di Kota Pekanbaru. 

3. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru dalam 

Meningkatkan Penerimaan dari Pajak BPHTB. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait: 

1. Bagi instansi 

Hasil penilitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Bagi universitas 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai Arsip di perpustakan dan di gunakan 

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Dalam melakukan penelitian ni, peneliti di harapkan dapat menambahkan 

pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang 

perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi 

perpajakan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, dan mendapatkan gelar Ahli 

madya. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi penelitian dan Waktu penelitian 

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Dinas Badan 



10 

 

  

Pendapatan Daerah kota pekanbaru yang berlokasi di jalan teratai No. 81 

Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. 

1.5.2 Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Februari sampai dengan April 

2025. 

1.5.3 Jenis data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai 

kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dari pihak lain atau ketiga), data sekunder 

umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya 

1.5.4 Metode pengumpulan data 

a. Wawancara menurut (Sugiyono & Hartinah, 2024) yaitu suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dan responden, baik secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 

b. Dokumentasi menurut (Ayumsari, 2022) yaitu suatu metode pengumpulan 

data dari sumber dokumen dan rekaman. Dokumen bisa berbentuk tulisan 

maupun gambar yang menjadi data penunjang pada penelitian ini. 

c. Studi Pustaka menurut (Aqil, 2020) yaitu suatu serangkaian kegiatan 

penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. 
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1.6 Analisis data 

Sebagaimana penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh 

dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan 

teori  yang mendukung. Menurut (Darmawati ,  2023)  analisis merupakan 

kegiatan yang meliputi proses berpikir untuk merinci dan menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga setiap komponen lebih mudah 

dimengerti, baik hubungan antar komponen maupun fungsi masing-masing 

komponen dalam keseluruhan yang teratur. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan 

tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga 

mencapai tujuan sasarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bagian ini merupakan gambaran umum sejarah Kantor Dinas Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian 

tugas serta struktur organisasi. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bagian ini merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung 

penulisan tugas sesuai topik pembahasan yang diteliti. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang 

bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintah Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

 

3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Kepala Dinas; 

2) Seksi Tata Usaha; 

3) Seksi Pajak dan Retribusi; 

4) Seksi IPEDA; 

5) Seksi Operasi/Penagihan. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan 

peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan 

susunan organisasi sebagai berikut:
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1) Kepala Dinas; 

2) Wakil Kepala Dinas; 

3) Bagian Tata Usaha; 

4) Sub Dinas Program; 

5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan lain-lain; 

6) Sub Dinas Penagihan; 

7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain; 

8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan; 

9) Kelompok Fungsional. 

3.2 Visi dan Misi 

a. Visi 

 

Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang 

professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City. 

b. Misi 

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah 

2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional 

3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam 

kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan 

Pengendalian) 

4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian. 
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3.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Adapun Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja menurut 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut : 

      Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2025 
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1. Kepala Badan 

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah 

dan tugas pembantuan lainnya; 

b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

2) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 

di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

3) Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 

daerah; 

4) Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi 

daerah terhadap perangkat daerah teknis; 

5) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup 

tugasnya; 

6) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai 

dengan kewenangannya;
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7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah; 

3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, 

keuangan dan program; 

4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

badan, upacara serta keprotokolan; 

5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan; 

6) Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor; 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3. Sub Bagian Umum 

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Umum; 

3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecah masalah; 

4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pemcatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya; 

5) Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, 

dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; 
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6) Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, 

pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta 

pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis; 

7) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan 

pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD); 

8) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana badan; 

9) Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

umum; 

10) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, 

dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan; 

11) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu 

pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan 

instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 

masyarakat; 

12) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah 

tangga badan; 

13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan 

halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan; 

14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan 

kualitas pegawai; 
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15) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, 

registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian 

Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah; 

16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; 

17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya; 

18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

4. Sub Bagian Keuangan 

a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 
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1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Keuangan; 

3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya; 

5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan 

verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliput pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

8) Pelaksanaan akuntansi badan; 

9) Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi 

penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan 
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dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah; 

 

10) Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaaian kinerja 

dan capaaian anggaran; 

11) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

12) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat 

terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya; 

13) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5. Sub Bagian Program 

a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Sub Bagian Program dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan 

peraturan perudang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Program; 
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3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

4) Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya; 

5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi 

kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program 

pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja; 

6) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan; 

7) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa; 

8) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing- 

masing; 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pajak Daerah I 

a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala 

Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
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b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah 

I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan 

PPJ; 

3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis 

pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat 

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan 

menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta 

penelitian lokasi/lapangan; 

4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek 

pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta 

menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan 

pendaftaran da pendataan; 

5) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ; 

6) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB- P2; 

7) Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; 
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8) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis 

penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ; 

9) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian 

serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang 

berkaitan dengan penetapan; 

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Pajak Daerah I membawahi : 

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ; 

2) Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ; 

3) Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ. 

d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I. 

7. Bidang Pajak Daerah II 

a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas 

Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; 

Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; 

b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi : 



26 

 

  

 

1) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah 

II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan; 

3) Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 

pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat 

Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah 

data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan; 

4) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar 

induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah 

yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan; 

5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan 

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
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6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah 

angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan 

wajib pajak daerah; 

7) Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas 

pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak 

Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, 

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan 

pemberian informasi pajak daerah; 

9) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan 

pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan penetapan pajak daerah; 

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh pemimpin sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang pajak daerah II, membawahi : 

 

1) Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan; 

2) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet; 

3) Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah. 

d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II. 
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8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian 

Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak 

Daerah; 

b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan 

pengurangan Pajak Daerah; 

3) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai 

penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber 

dari keberatan dan pengurangan; 

5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, 

pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, 

keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan 

subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah; 

6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara 

berkala hasil pengendalian pajak daerah; 
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7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian 

pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku; 

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi : 

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; 

2) Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan; 

3) Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan. 

d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah. 

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD 

a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas 

membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan 

Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, 

Pembukuan PAD dan Legalisasi; 

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas 

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

1) Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas;
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2) Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan 

dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-

surat berharga; 

3) Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan 

dalam Peningkatan PAD; 

4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya; 

5) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan 

rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pemungut PAD; 

6) Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) dan pendapatan lain-lain; 

7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi 

penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah; 

8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan 

penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga; 

9) Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pajak daerah; 

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.
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c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi : 

 

1) Sub Bidang Hukum dan Kerjasama; 

 

2) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak; 

 

3) Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi. 

 

d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD. 

10. Unit Pelaksanaan Teknis 

a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 

b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) 

klasifikasi, yakni: 

1) UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan 

 

2) UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 

 

c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan 

telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana 

wakil pemerintah pusat. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-

undangan; 
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b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah 

tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan keahliannya; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan; 

d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja;Jenis jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama tahun 2022–2024 

tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi berada di bawah 10% 

setiap tahunnya, meskipun nominal penerimaan BPHTB tergolong besar. Pada 

tahun 2022 kontribusinya sebesar 8,05%, tahun 2023 sebesar 7,39%, dan tahun 

2024 sebesar 7,77%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari 

BPHTB belum optimal dalam mendukung peningkatan PAD. 

2. Pemungutan BPHTB di Kota Pekanbaru menghadapi beberapa kendala, seperti 

rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak, 

sistem administrasi yang masih manual dan belum terintegrasi secara digital, 

kurangnya koordinasi antarinstansi terkait seperti BPN dan notaris/PPAT, serta 

adanya praktik pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai untuk menekan 

besarnya pajak yang dibayarkan. 

3. Bapenda Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

penerimaan BPHTB, antara lain dengan melakukan edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat, meningkatkan layanan berbasis digital, memperkuat kerja 

sama lintas instansi, melakukan pengawasan terhadap pelaporan nilai transaksi, 
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4. serta meningkatkan kompetensi aparatur pajak. Upaya-upaya ini diharapkan 

mampu memperkuat peran BPHTB dalam mendukung PAD ke depannya. 

4.2 Saran 

Dari simpulan diatas penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapenda perlu meningkatkan program 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait kewajiban 

pembayaran BPHTB. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pajak, termasuk BPHTB, sangat diperlukan agar kepatuhan pajak 

meningkat dan potensi penerimaan dapat dioptimalkan. 

2. Perlu adanya penguatan sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mempermudah proses pembayaran, pelaporan, dan 

pengawasan BPHTB. Digitalisasi layanan pajak akan meningkatkan efisiensi, 

transparansi, serta meminimalisir potensi kebocoran atau manipulasi data nilai 

transaksi. 

3. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperketat pengawasan terhadap 

pelaporan nilai transaksi BPHTB. Audit berkala dan kerja sama dengan 

notaris/PPAT penting untuk mencegah praktik pengurangan nilai transaksi yang 

dapat menurunkan penerimaan pajak daerah. 

4. Sinergi antara Bapenda, Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, serta 

instansi terkait lainnya harus diperkuat agar proses administrasi dan pendataan 

objek pajak berjalan lebih efektif dan efisien. 

5. dilakukan pendataan dan penertiban objek pajak baru, serta pembaruan data 
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objek pajak eksisting untuk memperluas basis penerimaan BPHTB. Hal ini 

dapat meningkatkan potensi penerimaan PAD, mengingat target PAD 

Pekanbaru terus meningkat setiap tahun dan kontribusi BPHTB menjadi salah 

satu komponen penting di dalamnya.
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1. Target dan realisasi pendapatan pajak yang ada di Bapenda di Kota Pekanbaru. 

2. Target dan realisasi penerimaan pajak hak atas tanah dan bangunan di Bapenda 

di Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024. 

3. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru tahun 

2022-2024. 
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